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Tesisini membahas tentang peran pemerintah dan swasta dalam usaha ketenagalistrikan di Indonesia dan
menganalisis bagaimana penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam menolak Uji Materil Undang-undang
Nomor 30 Tahun 2009 tentang K etenagalistrikan. Penelitian ini bersifat Normatif dengan pendekatan
sinkronisasi hukum vertikal dan juga didukung dengan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian
diperoleh hasil Peran pemerintah dalam usaha ketenagalistrikan berupa pemberian subsidi kepada konsumen
listrik. Subsidi merupakan kebijakan yang ditujukan untuk membantu konsumen tertentu agar dapat
membayar produk atau jasa yang diterimanya dengan tarif dibawah harga pasar. Dalam menyediakan listrik,
pemerintah juga mengendalikan hargajual. Selanjutnya, peran swasta dalam usaha ketenagalistrikan
diperlukan terutama dalam pembangkit tenaga listrik yang diharapkan dapat mencukupi kekurangan pasokan
listrik nasional. Sorotan utama yang menyangkut peran swasta dalam ketenagalistrikan adalah masalah
perizinan. Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak Uji Materil yang digjukan oleh SP-PLN
dengan pertimbangan bahwa pemisahan usaha (Unbundling) yang dimaksud dalam UU Nomor 30 Tahun
2009 tentang K etenagalistrikan berbeda dengan yang dimaksuda dalam UU Nomor 20 tahun 2002 tentang

K etenagalistrikan yang sebelumnya dibatalkan oleh MK pada tahun 2004.

<hr>These theses discuss about the role of the Indonesian government and private sectors in Indonesia on
Electricity in Indonesia and analyze the situation based on Indonesian law. This discussion is based on
Indonesian Constitutional Court on rebutting the Law on Judicial Review no. 30 of 2009 on Electricity. The
research uses a normative approach on vertical law synchronization in case report. Result result shows that
the role of Indonesian government on subsidising for electricity in the form of subsidising the electricity
consumer. The subsidize isin the form of aiming at helping certain consumer to be able to pay for the
product or servise based on the opportunity in getting lower price off the market. In providing electricity of
the community, the Indonesian government also control the price for the market. On the other hand, the role
of private sectors or needed in the electricity providership in order to overcome the shortage of electricity for
the Indonesian community. This research pinpoint on the role of the private sectors? consessions on
electricity. The Indonesian Constitutional Court verdicted on Unbundling of the Indonesian Law based on
Law Clause no 33 of 2009 on Electricity is different from Indonesian Law based on Law Clause no. 20 of
2002 on Electricity that was canceled by Indonesian Constitutional Court in 2004.


https://lib.ui.ac.id/detail?id=136621&lokasi=lokal

